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TENTANG  

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KECAMATAN 

BESUKI 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

CAMAT BESUKI 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4  ayat  

(1),  ayat (2),  dan ayat  (3) Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Daerah  Tahun  2016 - 2021, perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 

  b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana 

dimaksud pada pertimbangan huruf  a, perlu  di  atur 

dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 



  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021; 

  9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Besuki 

  10 Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 Tentang indikator 

kinerja Utama Pemerintah Daerah  Tahun  2016 - 2021, 

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 

 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BESUKI KABUPATEN SITUBONDO 

TENTANG PENETAPAN  INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 

LINGKUNGAN KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO 

KESATU : Indikator Kinerja Utama  di Lingkungan Kecamatan Besuki 

Kabupaten Situbondo,  dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang  merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan 

oleh Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam menyusun 



   

  



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BESUKI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO 

 
Nama PD  : KECAMATAN BESUKI 

Tugas   : Melaksanakan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian    

 Urusan Otonomi Daerah. 

Fungsi   : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kacamatan; 

6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan; dan 

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat 

dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. 
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